MASALAH PEMBINAAN BUUD

Soedarsono Hadisapoetro®)

| . Pendahuluan

1. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang ke~
cil-kecil di desa - desa ternyata kurang efisien. Oleh
karena itu di dalam rangka memperlancar pelaksanaan
pembangunan di daerah pedesaan, sejak tahun 1971 di-
kembangkan pola BUUD/KUD yang mempersatukan koperasi-
koperasi yang kecll menjadi lebih besar ( amalgamasi)
dengan daerah kerja satu kesatuan ekonomi yang memungr
‘kinkan berbagai kegiatan dapat dikembangkan secara le-
bih efisien dan efektip.

Dengan perluasan wilayah kerjanya, maka diharap-
kan BUUD akan mempunyai volume pekerjaan yang lebih
besar dan akan dapat memanfaatkan teknologil baru yang
lebih menguntungkan, sehingga akan dapat meningkatkan
jasa-jasanya kepada masyarakat pada umumnya dan kepa-
da para anggota pada khususnya, disamping akan dapat
memperoleh pendapatan yang lebih besar, sehingga akan
lebih mampu memperkuat managemen dan organisasinya.
Dengan managemen dan organisasi yang leblh kuat itu,
diharapkan BUUD dapat memperkembangkan usahanya lebih
lanjut, sehingga dapat dicapai keadaau'“self propel-
ling growth'.

2. BUUD/KUD sebagai organisasi koperasi serba usa-
ha merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial
dan bukan organisasi sosial. Sebagal organisasi eko-
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nomi, maka koperasi harus bekerja atas dasar prinsip-
prinsip ekonomi menuju ke arah efisiensi dan efekti-
vitas dengan maksud untuk mempertinggi kesejahteraan
masyarakat dan para anggotanya serta memperoleh keun-
tungan yang terutama akan dipergunakan untuk memper-
besar permodalannya dan untuk membiayai kegilatan - ke-
giatan sosialnya.

Keglatan sosial dan efek sosial hanya akan ada
jika koperasl dapat memperoleh keuntungan dan keun-
tungan baru dapat diperoleh jika koperasil dapat beker-
ja atas dasar prinsip-prinsip ekonomi.

3. Atas dasar pertimbangan praktis dan psycholo-
gis, maka di dalam masa pembentukan BUUD/EUD (masa re-—
habilitasi), yang ditonjolkan pertama-tama adalah usa-
ha ekonominya, yang diarahkan untuk mempertinggi ke-
sejahteraan masyarakat. Untuk pertama kalinya jenis:
usaha yang dilaksanakan oleh BUUD/KUD dipilihkan usa-
ha yang kiranya akan memberi manfaat secara langsung
kepada masyarakat, tetapi tidak banyak mengandung resi-
ko dan sekalipun dapat menghasilkan keuntungan bagil
BUUD/KUD.

4, Jika di dalam masa rehabilitasi ini, BUUD/KUD
berhasil untuk memperlihatkan eksistensinya dan man-
faatnya kepada masyarakat, maka disamping meneruskan
usaha ekonominya, BUUD/KUD mulai dengan mengkonsoli-
dasikan diri, dengan menyempurnakan organisasinya ke
arah pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, sehingga
partisipasi dan tanggung-jawab masyarakat di dalam pex-
tumbuhan dan perkembangan koperasi menjadi meningkat
{masa konsolidasi).

Dengan demikian diharapkan BUUD/KUD akan menjadi
organisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
yang dapat memberikan akibat koperatifnya ('coopera-
tive effect") dengan sebaik-baiknya, baik terhadap ang-
gota maupun masyarakat sekitarnya. ‘

5. Jika masa konsolidasi tersebut dapat dilalui
dengan baik, maka BUUD/KUD menjadi siap untuk memenuhi
masa pengembangannya, dimana BUUD/KUD akan melaksana-
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kan berbagai-bagai kegiatan ekonomi yang diperlukan
oleh masyarakat di dalam Wilayah Unit Desa untuk mem-—
bantu usaha-usaghanya di dalam mengadakan pembangunan.

Pada akhirnya BUUD/KUD diharapkan akan menjadi
wadah pengembangan dan inti kegiatan ekonomi di pede-
saan.

6. Bagi bangsa Indonesia koperasi merupakan tek-
nologi berorganisasi yang masih harus dipelajari, di-
hayati dan kemudian dilaksanakan bersama secara kon-
sisten berdasarkan landasan mental : setia kawan dan
kesadaran berpribadi yang isi mengisli dan memperkuat
satu sama lain. ’

Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia
dan tampak keluar sebagai gotong royong. Akan tetapi
landasan setia-kawan saja hanya dapat memelihara per-
sekutuan dalam masyarakat yang statis dan karenanya
tidak dapat mendorong kemajuan.

Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri
sendiri dan percaya pada diri sendiri pada umumnya ma-
sih perlu dikembangkan.

Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan men-
tal tersebut sebagai dua unsur yang dorong-mendorong,
hidup menghidupl dan awas mengawasi.

Jika kesadaran berpribadi itu belum berkembang,
maka keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi olehsi-
fat-sifat pemimpinnya. Kewilbawaan, kejujuran, dedika-
si dan pengetahuan serta ketrampilan di dalam usaha,
merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemim-
pin koperasi supaya koperasi itu dapat berhasil.

Karena pemimpin yang demikian itu merupakan ba-
rang yang langka, maka koperasi harus bersedia untuk
memberikan balas jasa yang banyak kepadanya untuk da-
pat memperolehnya.

7. Di dalam kerangka prinsip - prinsip pembinaan
BUUD/KUD seperti digambarkan di atas, Pemerintah diha-
rapkan dapat menciptakan lklim yang dapat mendorong
pertumbuhan dan perkembangannya, memperkuat permodal-
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annya, memperbaiki organisasi dan managemennya serta
menumbuhkan kesadaran berpribadi para anggotanya.

Walaupun telah diperoleh kemajuan - kemajuan, te-
tapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam perkembang-
an tersebut masih terdapat banyak masalah dan kelemah-
an yang perlu dlatasi, baik dari segi organisasi, ma-
nagemen dan usahanya maupun dari segi pembinaan ideo-
loginya.

Il. Latar Belakang Permasalahan

8. Sejak pertengahan Pelita I terasa sekali, bah-
wa disamping pertumbuhan dan stabilitas, tekanan pem—
bangunan diberikan pada perataan yaitu perataan dalam
pembagian hasil pembangunan, perataan di dalam gerak
pembangunan- antar sektor dan sub-sektor serta perata-
an antar daerah.

Koperasi yang merupakan badan ekonomi yang ber-
watak sosial, dianggap mempunyai sifat-sifat yang pa-
ling sesuail dengan cita-cita tersebut. Koperasi meru-
pakan badan ekonomi yang demokratis, vang disamping
berusaha untuk memenuhi kebutuhan bersama dari para
anggotanya, maka organisasi ini sebagai akibat dari
watak sosialnya turut secara sadar membangun masyara-
kat yang ada di sekelilingnya.

Karena sifat dan wataknya itu maka koperasimeru-
pakan lembaga ekonomi utama yang diharapkan dapat mem-—
beri peranan yang penting di dalam mewujudkan cita-ci-
" ta perataan tersebut,

9. Berdasarkan atas anggapan — anggapan tersebut,
maka di dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangun-
an di pedesaan, kepada BUUD/KUD diberikan beban tugas
yang makin lama makin diperberat dan diperluas dengan
disertai ikatan-ikatan yang berupa target-~target. Di-
samping itu masih banyak pula tuntutan - tuntutan yang
dilimpahkan kepada BUUD/KUD untuk dapat dipenuhi.

- BUUD/KUD harus mengemban suatu tugasnasionalun—
tuk mensukseskan pengadaan pangan dalam rangka pemben-
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tukan stok-nasional dan pelaksanaan kebijaksanaan har-
ga dasar. Disamping ite BUUD/RKUD harus melaksanakan
distribusi sarana produksi pertanian agar dapat sampai
pada sasarannya pada saat-saat yang tepat dan dengan
harga yang telah ditetapkan.

Pada akhir-akhir ini BUUD/KUD juga ditugaskan un-
tuk menyalurkan kredit candak-kulak bagi golongan pe-
dagang kecil untuk memerangi ijon dan lintah darat.

10. Tugas-tugas yang diberikan kepada BUUD /KUD
adalah cukup berat apalagi sebagail suatu organisa-
s1 yang masih muda usia. '

Keaddan tersebut diperberat lagi karena Pemerin-
tah di dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut me-
nitik-beratkan pada watak sosial daripada koperasi dan
kurang memandang koperasl sebagal badan ekonomi yang
masih harus berkembang.

BUUD/KUD harus memenuhi ketentuan —ketentuan dan
syarat-syarat tertentu yang digariskan oleh Pemerin-
tah di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, teta-
pl imbalan jasa atas jerih payah dalam melaksanakan
tugas tersebut sangat dibatasi. Koperasi yang berwa-
tak sosial diharapkan bersedia lebih banyak berkorban
untuk kepentingan masyarakat dan anggotanya.

Disamping itu "political will" yang dinyatakan
di dalam UUD 1945 pasal 33 dan UU No. 12/1967 tentang
Pokok-pokok Perkoperasian belum dapat dihayatil oleh
semua fihak, sehingga terjadi pembinaan yang bersim-
pang-siur.

11. Dengan diberikannya tugas —.tugas tersebut,
BUUD/KUD mempunyal kesempatan untuk melatih diri da-
lam menjalankan usaha, dan management perusahaan di-
samping mempunyai kesempatan untuk berjasa padamasya-
rakat dan membantunya di dalam melaksanakan pembangun-—
an. Secara kwantitatif prestasi BUUD/KUD di dalam me-
laksanakan tugas—-tugas yang dibebankan kepadanya ada-
1sh cukup berarti.

Tetapi akibat-akibat yang kurang menguntungkan
daripada kebijaksanaan Pemerintah tersebut bagl per-
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kan berbagai masalah dan kelemahan-kelemahan yang se-
karang disoroti oleh masyarakat secara tajam.

12, Kesibukan-kesibukan dalam melaksanakan tugas-
tugas nasional dan terlalu sempitnya imbalan jasa yang
diperoleh BUUD/KUD, tidak memberikan peluang bagi
BUUD/KUD untuk memperbaiki dan mengembangkan dengan
wajar managemennya, organisasinva dan mental ideolo-
ginya. '

Gejala-gejala yang timbul, diantaranya adalah se-
bagai berikut :

a) Managemen yang masih sangat lemah. Karena terlalu
sempitnya Imbalan jasa yang diperoleh, BUUD/KUD
belum mampu membayar manager profesional yang kuat
dan mantap., Dengan adanya tugas - tugpas yang berat
terasa tidak adanya keseimbangan antara beban yang
ditugaskan dengan kemampuan managemen yang ada pa-
da koperasi.

b) Akibat koperatif ( "cooperative effect") belum da-
pat dirasakan oleh masyarakat,

Karena sempitnya Imbalan jasa, maka kerapkali ter-
jadi kegiatan-kegiatan BUUD/KUD yang tidak dapat
memenuhi harapan masyarakat atau malah merugikan
masyarakat.

c) Juga karena terbatasnya pendapatan, maka BUUD / KUD
belum mampu membiaval organisasinya secara wajar.

d) Dalam keadaan demikian maka pemupukan modal kope-
rasl adalah sangat terbatas.

e) Gejala-gejala tersebut selanjutnya mempunyai aki-
bat, bahwa :
el) Daya saing koperasi di dalam gerak usahanya se~
hari-hari di dalam menghadapi fihak swasta dam
perusahaan negara adalah sangat lemah, sehing-
ga usahanya tidak dapat berkembang secara se-
hat. )
e2) Organisasi BUUD/KUD masih kurang mantap. BUUD/
KUD belum dirasakan sebagal milik anggota, se-—
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dang partisipasinya juga masih sangat terbatas
dan selanjutnya dianggap bahwa koperasi adalah

. milik pengurus dengan managernya.

e3) Belum ada kepercayaan yang merata pada masya-
rakat dan pada pejabat bahwa BUUD/KUD akan bi-
sa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi
oleh masyarakat serta akan mampu menunjang ke-
pentingan rakyat kecil,

[1l. Usaha Pencairan Masaiah

13. Bagaimanakah sekarang mengatasl masalah - man
salah yang timbul seperti digambarkan di atas 7 *

Didorong oleh tujuan-tujuan yang ingin dicapai
cleh pembangunan maka Pemerintah tidak sabar untuk
mengikuti tahapan-tahapan pembinaan yang diperlukan
untuk membentuk organisasi koperasi vang sehat. Peme-
rintah Ingin meloncat dari tahap rehabilitasi terus
ke tahap pengembangan tanpa melalui tahapkonsolidasi,
Akibatnya, organisasi BUUD/KUD pada umumnya masih sa-
ngat lemah.

Karena di dalam meloncat itu, Pemerintah juga
membatasi imbalan jasa atas jerih payah BUUD/KUD maka
managemennya juga masih sangat lemah dan akibat ko-
peratifnya masih belum dapat dirasakan oleh masyara-
kat. .

14. Trilogi pembangunan yang terdiri dari pertum-
buhan, stabilitas dan perataan, diperkirakan tidak
akan dapat dirobah dan BUUD/KUD akan tetap diharapkan
dapat membantu pertumbuhan dan peraturan itu depgan
sebaik~baiknya.

Yang dapat diperbaiki dalam waktu yang cepat ada-
lah menaikkan imbalan jasa atas jerih payah BUUD /KUD
secara layak, sehinggz mampu memblayai organisasinya,
managemennya dengan sebalk —baiknya, di samping dapat
memupuk modal kerja yang selalu meningkat.

Memperbaiki imbalan jasa atas jerih payah BUUD/
KUD di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
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oleh Pemerintah kepadanya merupakan alat pembinaar
yang sehat.

BUUD/KUD yang anggotanya pada umumnya terdiri da-
ri golongan ekonomi lemah dan yang merupakan organi-
sasi yang masih harus dikembangkan damn diperkuat orga-
nisasi dan managemennya sudah selayaknya jika diberi
bantuan oleh Pemerintah.

Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalul imbal-
an jasa adalah lebih baik daripada yang disalurkan me-
lalui subsidi, karema besarnya imbalan jasa dikaitkan
secara langsung dengan prestasi kerja, sehingga per~
baikan imbalan jasa akan mendorong kegairahan kerja.

15. Jika imbalan jasa sudagh diperbaiki dan pen-
dapatan BUUD/KUD menjadi meningkat, apakahmagalah-ma-
salah di atas dengan sendirinya akan dapat diatasi ?

Selama kesadaran berpribadi dari para anggota
BUUD/KUD belum cukup berkembang, maka masih perluada-
nya bimbingan-bimbingan Pemerintah yang diarahkan pa-
da menutup kekurangan (kelemahan} tersebut.

Demilkian pula adanya gejala kowpetisl yang makin
tajam antara sektor swasta (nasional dan asing), per-
usahaan negara dan koperasi di dalam perebutan.posisi-~
posisi ekonomi perlu diatur agar pembangunan ekonomi
vang didasarkan kepada demokrasi ekonomi yang tidak
mengenal sistem pertentangan kelas sungguh-sungguh da-
pat direalisir,

1V, Pembinaan Secara Makro

16. Landasan hidup koperasi dan "political will"
daripada Pemerintah untuk mengembangkan koperasl su-
dah jelas, yaitu apa yang termuat dalam pasal 33 UUD
1945 dan UU No. 12 tahun 1967 dan Inpres No. 4 tahun
1973.

Tetapi penghavatan daripada "political will' ter-
sebut belum seragam dan belum merata antar instansi
Pemerintah dalam namhinnan bamasos
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Dalam kaitan ini perlu untuk meresapi dan mene-
rapkan jiwa pasal 33 UUD 1945 dan azas koperasi (ke~
keluargaan dan kegotong-royongan) dalam proyeksi yang
1ebih luas (ekonomi Pancasila), |sehingga jiwa kopera-
tif (yang mengandung unsur kebersamaan, kekeluargaan

" dan kegotong-royongan) dapat lebih tercermin dalamme-

kanisme hubungan yang harmonis antara pelaksana - pe~
laksana ekonomi : Negara — Koperasi — Swasta.

Pada prinsipnya koperasi bersama perusahaan ne-
gara dan swasta bekerja sama saling menguntungkan dan
galing isi mengisi untuk mewujudkan sistem ekonomi Pan-

.

Khususnya dalam konteks hubungan antara Negara —
Koperasi — Swasta tersebut perlu adanya konsepsi pe-
ngembangan yang mantap, yang selanjutnya dapat dija-
dikan pangkal tolak KISS yang diperlukan.

Untuk keperluan tersebut masih diperlukan keje-
lasan-kejelasan yang lebih lengkap untuk dapat ditu-
angkan dalam kebljaksanaan ekonomi nasional (GBHN).

Dalam pelaksanaannya dituntut kemampuan dan pe-
ranan Pemerintah secara maksimal deml terciptanya me-
kanisme hubungan yang mantap antara Negara Koperasi-—
Swasta.

17. Di dalam pembinaan BUUD/KUD sebagai badan
ekonomi yang anggotanya terdiri dari golongan ekonomi
lemah supaya selalu diusahakan dan dibantu agar BUUD/‘
KUD secara khusus dapat memperhatikan kepentingan-ke-
pentingan anggota yang lemah keadaan ekonominya ("coo-
perative effect") tetapl sekaligus dapat memperbaiki
managemennya dan organisasinya.

Disamping bantuan ekonomi maka kebljaksanaan Pe-
merintah dalam bidang perpajakan, perkreditan dan se-
bagainya ("policy instrument") mempunyail peranan yang
sangat penting. :

18. Karena pembinaan koperasi harus dijalankan
dengan berbagal kegiatan yang bersifat '"cross-sec-
toral", maka perlu diadakan badan koordinasi, yang
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mungkin dapat dipersatukan dengan pembinaan transmi-
gran melalui Badan Pengembangan Daerah Tramsmigrasi,
dengan diadakannya penyempurnaan di dalam organisasi-
nya dan namanya. '

19. Untuk dapat menyebar—luaskan pengertian ko-
perasi, perlu lebih digiatkan lagi pendidikan baik
pendidikan formil maupun non formil.

20. Perlu dibantu dan didorong perjuangan Dewan
Koperasi Indonesia (Dekopin) yang merupakan badan
penggerak, pengembang, pembimbing dan penyuluh kope-
rasi Indonesia, sehingga kegiliatan-kegiatannya da-
lam rangka peningkatan dan pemantapan pembinaan kope-
rasl oleh gerakan koperasl sendiri dapat lebih efek-
tif.

V. Pembinaan Secara MIlkro

21. Kemampuan Koperasi untuk bersaing, dankeper-
cayaan masyarakat bahwa Koperasi mampu menunjang ke-
pentingan rakyat kecil, mempunyai hubungan yang erat
dengan tri-sehat Koperasi yaitu sehat dalam organisa-
si, sehat dalam usaha dan sehat dalam mental (penge-
tahuan, keinginan, ketaatan masyarakat pada Koperasi).

Berhubung dengan itu maka pembinaan Koperasi se-
cara mikro selalu berkisar pada bagaimana dapat me-
ningkatkan tri-sehat tersebut secara terus-menerus.

22, Pembinaan manager-profesionil, yang merupa-
kan pegawal daripada tiap-tiap Koperasi yang diangkat
oleh pengurus, supaya ditingkatkan kewlraswastaannya
di satu fihak dengan meningkatkan pengetahuan dan ke-
trampilannya dengan cara-cara yang selalu disempurna-
kan dan di lain fihak dengan mengusahakan balas jasa
yang cukup dan yang dapat mempertinggi prestasi ker-
janya.

23. Penyempurnaan dan penyederhanaan administra-
s1 Koperasl merupakan hal yang penting, dengan maksud
agar administrasi secara efektif dapat membantu mana-
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gemen dalam mengambil keputusan dan dapat diperguna-
kan sebagai alat pengawasan serta. dapat menimbulkan
kepercayaan dari masyarakat pada umumnya dan para ang-
gota pada khususnya.

Usaha untuk mendirikan Pusat Administrasi Kopera-
si yang dikelola oleh para akhli-akhli administrasi
merupakan tindakan yang positif.

- 24, Menjadikan Koperasi milik para.anggotanya
akan dapat ditingkatkan jika pengikut-sertaan para
anggota di dalam pengambilan keputusan baik melalui
rapat anggota maupun melalui komunikasi informal da-
pat diintensifkan. Disamping itu maka penyempurnaan
pelayanan Koperasl terhadap anggotanya akan,sangatlne—
nentukan

Dalam hal itu maka pengelompokan para anggota Ko-
perasi berdasarkan tempat tinggalnya atau lokasi ta-
nah usaha taninya masing-masing di bawah pimpinan ke-
tua kelompoknya (sedapat mungkin kontak tani), perlu
dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Ketua-ketua kelompok tersebut di satu fihak meru-
pakan penghubung antara pengurus dan para anggota dan
di lain fihak merupakan pembantu Koperasi di dalam me-
laksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya sehingga akan
sangat mendekatkan usaha tersebut denganparaanggota-
nya. —

25. Pembiayaan bagi usaha-usaha Koperasi dapat
ditingkatkan melalui tiga cara :

a. Dengan kredit yang-berasai dari Bank dengan Jamin-
an LJKK dengan penyempurnaan daripadaproseduryang
sekarang ada. :

b. Dengan kredit yang berasal dari anggaran belanja
- Pemerintah.

c¢. Dengan memperbesar berbagal simpanan dari para ang-
gotanya vang dijamin oleh Pemerintah melalui LJKK.

Keéngganan paré anggota untuk ﬁemperbesar simpéﬁannya
pada Koperasi adalah karéna rasa kekawatirannya bahwa
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simpanannya tidak dapat diperoleh kembali. Berhubung
dengan itu maka untuk mendorong kesediaan para anggo-
ta Koperasi untuk menyimpan perlu diadakan jaminan.

VI. Kesimpulan

26. Didorong oleh tujuan-tujuan yang ingin dica~
pai di dalam pembangunan, maka Pemerintah tidak sabar
untuk mengikuti tahapan-tahapan pembinaan yang diper-—
lukan untuk membentuk organisasi Koperasi yang sehat.
Pemerintah ingin meloncat dari tahap rehabilitasi te-
rus ke tahap pengembangan tanpa melalui tahap konso-
lidasi.

Akibatnya tugas-tugas yang diberikan kepada BUUD/
KUD dirasakan sangat berat apalagi sebagai suatu or-
ganisasi yang masih muda.

27. Keadaan itu diperberat lagl karena di dalam
melaksanakan kebijaksanaan tersebut, Pemerintah lebih
banyak mendasarkan diri pada watak sosial daripada ko-
‘perasil dan kurang memandang koperasi sebagai badan
ekonomi, yang maslh perlu dikembangkan. Imbalan jasa
untuk jerih payah BUUD/KUD dalam melaksanakan tugas
tersebut sangat dibatasi, sehingga BUUD/KUD tidak mem-—
punyal peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan de-
ngan wajar managemennya, organisasinya dan mental
idecloginya.

28, Trilogl pembangunan yang terdiri dari pertum-
buhan, stabilitas dan perataan diperkirakan tidak akan
dapat dirobah dan BUUD/KUD akan tetap diharapkan da-
pat membantu tercapainya trilogil tersebut dengan se-
baik-baiknya.

Yang kiranya dapat diperbaiki di dalam waktuyang
cepat adalah perbaikan imbalan jasa atas jerih payah
BUUD/KUD di dalam melaksanakan tugas~tugas yang dibe-
bankan oleh Pemerintah kepadanya,.

Dengan demikian diharapkan BUUD/KUD akan mampu

membiayal organisasinya, managernya disamping dapat
memupuk modal kerja yang selalu meningkat.
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29, Dengan adanya peloncatan tersebut dan dengan
adanya gejala kompetisi yang makin tajam antara sek-
tor swasta, sektor Negara dan sektor koperasi, serta
masih lemahnya kesadaran berpribadi dari Bangsa Indo-~
nesia, maka perbaikan imbalan itu, harus disertai se-
cara konsisten langkah-langkah pembinaan yang dituju-
kan di satu fihak untuk memperbaiki iklim berkoperasi
(pembinaan makro) dan di lain fihak untuk memperbaiki
sistem managemen dan organisasinya (pembinaan mikro).

Yogyakarta, 29 Juli 1977
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